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Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan 
beragam. Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi 
dan diselesaikan terutama kekerasan seksual pada anak yang bukan hanya menjadi 
tanggung jawab negara saja. Tanggung jawab atau peran negara bisa diwujudkan 
dengan adanya peran Dinas Pendidikan karena Dinas Pendidikan merupakan 
sebuah alat kelengkapan Negara yang bertujuan secara langsung membentuk 
karakter anak sehingga peran Dinas Pendidikan sangatlah penting dalam hal ini. 
Metode-metode pendekatan secara sosiologis terhadap anak selain Dinas 
Pendidikan peran Kepolisian juga sangatlah penting dalam menanggulangi tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak karena Kepolisian merupakan pintu utama untuk 
masuknya proses tindak pidana baik yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa, 
tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.  
 
Kata Kunci: Pendidikan, Kepolisian, Seksual, Anak 
 
ABSTRACT 
The behavior of children who deviate even unlawful quite complex and varied. 
This growing problem needs to be addressed and resolved, especially sexual 
abuse of children is not only the responsibility of the state alone. Responsibility or 
role of the state can be realized with the role of the Department of Education as 
the Department of Education is a State fittings aimed directly shape the character 
of the child so that the role of the Department of Education is very important in 
this regard. Methods-sociological approach to child other than the Police 
Department of Education is also very important role in tackling the criminal 
offenses committed by children because the Police is the main door to the entry of 
the criminal acts committed by both children and adults, but also requires active 
participation from all walks of life. 
 




Anak merupakan potensi sumber daya pembangunan nasional karena letak 
anak sebagai generasi penerus bangsa, perkembangan seorang anak dan 
perlindungan bagi anak harus dilakukan sedini mungkin sehingga anak dapat 
berpatisipasi secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Era globalisasi 
khususnya perkembangan tekhnologi dan komunikasi memang menimbulkan 
dampak positif bagi kehidupan masyarakat akan tetapi juga tidak dipungkiri juga 
menimbulkan dampak negatif yang cukup besar juga terutama bagi anak. 
Perkembangan tekhnologi dan komunikasi dapat mengancam nilai-nilai 
moral bangsa Indonesia dan ketika perkembangan zaman dan tekhnologi yang 
semakin maju dan berkembang pesat tanpa adanya sebuah filter atau penyaring 
atas hal tersebut menimbulkan segudang permasalahan tak terkecuali masalah 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Walaupun pada kenyataannya 
menunjukkan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak belum berhasil 
secara memuaskan baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ataupun 
Kepolisian.  
Salah satu akibatnya sebagian anak tetap saja berperilaku menyimpang 
atau melakukan perbuatan melanggar hukum dan semakin meraja rela yang bukan 
saja merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan masyarakat. Anak-anak yang 
berperilaku menyimpang semacam ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebut Anak yang berhadapan dengan 
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hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 
tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.1  
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan anak, tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial yang bersifat 
mendasar dalam kehidupan masyarakat, sebagai akibat dari perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup 
orang dewasa. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran 
Dinas Pendidikan dan Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual yang 
dilakukan oleh anak? (2) Hambatan apakah yang dihadapi Dinas Pendidikan dan 
Kepolisian saat menjalankan perannya dalam melakukan penanggulangan dalam 
kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Karanganyar? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Tujuan objektif mendeskripsikan peran 
Dinas Pendidikan dan Kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual yang 
dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui hambatan apakah yang dihadapi Dinas 
Pendidikan dan Kepolisian saat menjalankan perannya dalam melakukan 
penanggulangan dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh 
anak Kabupaten Karanganyar. (2) Tujuan subjektif, menambah wawasan 
pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis 
peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi 
dalam masyarakat.  Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran dan daya 
                                                 
1
 Hariyadi Sugeng, 2003, Psikologi Perkembangan, Semarang: UPT MLDK Unnes, hal. 15 
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pikir penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga 
untuk  memperoleh data  yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi 
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat teoritis, 
mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan 
referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara 
pidana. (2) Manfaat praktis,  mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu 
yang diperoleh. Di samping itu, memberikan sumbangan pemikiran dan wacana 
yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini,untuk melatih 
penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha 
memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang 
pengembangan ilmu pengetahan yang penulis dapat selama perkuliahan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Peran Dinas Pendidikan dan Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan 
Seksual yang Dilakukan oleh Anak  
 
Peran Dinas Pendidikan  dalam hal menanggulangi kekerasan seksual yang 
dilakukan oleh anak maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa fungsi dari 
Dinas Pendidikan dalam hal melakukan kontroling atas prilaku anak, mengingat 
bahwa visi dan misi dari dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar yaitu Visi: 





 mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan 
akses pendidikan, mewujudkan masyarakat yang cerdas, trampil, dan 
berkompetensi, mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam 
penyelenggaraan pendidikan, melestarikan dan mengembangkan seni budaya 
daerah, Olah raga, Iman dan Taqwa, mewujudkan pendidikan yang bermutu, 
relevan, dan berdaya saing. 
Atas dasar tersebutlah maka peran Dinas Pendidikan Kabupaten 
Karanganyar sangatlah penting dalam hal menanggulangi kekerasan seksual yang 
dilakukan oleh anak karena Dinas Pendidikan Kabupaten Karangayar merupakan 
sebuah wadah untuk menuntut ilmu serta mendidik prilaku anak melalui berbagai 
kegiatan di Sekolah baik sekolah PAUD,TK, SD, SMP dan SMA dimana Dinas 
Pendidikan Kabupaten Karanganyar dapat memberikan penyuluhan kepada 
masing-masing sekolah tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan pihak 
sekolah untuk mencegah dan meredam maraknya kekerasan seksual yang 
dilakukan oleh anak kemudian dari pihak sekolah melanjutkan apa yang menjadi 
rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dan masing-masing 
sekolah memiliki kegiatan yang berbeda baik pada tingkat SD, SMP dan SMA 
karena mengingat faktor usia anak.  
Peran Dinas Pendidikan Karanganyar terlihat sangat membantu karena 
setiap 4 bulan sekali Dinas Pendidikan memberikan penyuluhan terhadap sekolah-
sekolah berdasarkan tingkatnya hal itu dilakukan dengan cara memanggil setiap 
perwakilan dari tiap-tiap sekolah serta Pembimbing ataupun Pembina dari masing-
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 Sularno, Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah, Wawancara Pribadi, 
Karanganyar, 28 April 2015, Pukul 10.00 wib 
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masing sekolah biasanya untuk SMP dan SMA yang lebih sering dilakukan 
penyuluhan yaitu dengan memanggil Ketua OSIS serta Sekretarisnya dan 
pembimbing OSIS hal itu bertujuan agar Dinas Pendidikan Kabupaten 
Karanganyar lebih mudah melakukan monitoring terhadap masing-masing sekolah 
karena sekolahlah yang lebih mengetahui tentang keadaan yang berada di dalam 
sekolah tersebut dan sekolah lebih mudah untuk menyampaikan terhadap siswa 
yang ada di sekolah misalnya pada waktu upacara bendera setiap hari Senin. 
Selain itu di dalam melakukan penyuluhan tersebut juga disertakan dengan 
pembelajaran nilai-nilai agama dan Pancasila walaupun materi tersebut tidak 
diberikan secara terus terang atau tanpa adanya agenda khusus akan tertapi 
pemberian materi tersebut bertujuan agar siswa lebih berperan aktif dalam 




Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar tidak akan dapat berperan 
secara maksimal dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh 
anak tanpa adanya peran dari masing-masing sekolah sehingga dalam hal ini 
penulis melakukan penelitian dari berbagai sekolah ditinjau dari tingkat 
pendidikannya misalnya di SMP dimana peran pada tingkat SMP hampir sama  
pada tingkat SMA karena di SMP atau di SMA terdapat guru BK dimana guru BK 
atau guru Bimbingan Konseling memiliki peran yang sangat penting.4  
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 Sularno, Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah, Wawancara Pribadi, 
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Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah 
penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang 
harus dijalankan oleh anggota Kepolisian, peran Kepolisian dalam upaya 
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, salah satunya adalah 
melalui pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual yang dilakukan oleh 
anak akan tetapi di dalam melakukan penanganannya Kepolisian memiliki 
prosedur khusus karena proses pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual 
yang dilakukan oleh anak berbeda penangannya dengan orang dewasa karena 
penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak diatur berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.  
Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlidungan korban dapat juga 
dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan.
5
 
Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka 
beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua 
pendekatan: Tindakan Preventive dan Tindakan Represive.   
Tindakan Preventif dapat dilakukan dengan dua objek sistem pencegahan 
atau penanggulangan yaitu: sistem Abiolisionistik yang dimaksud dengan sistem 
ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang 
menjadi sebab musabab kejahatan.
6
  Perkembangan studi tentang sebab-sebab 
kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian 
lapangan dan yang kedua adalah sistem Moralistik yang dimaksud dengan sistem 
                                                 
5
 Barda Nawawie Arief,Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana,(Jurnal 
Hukum Pidana Dan Kriminologi vol1/ No 1/1998) hal 16-17 
6
 Siti, Anggota Polres Karanganyar Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak, Wawancara Pribadi, 
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ini adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan di 
kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental 
seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. Pencegah kejahatan 
sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal 
sehingga dapat menghindari intervensi Polisi, baik suatu hal yang tidak pernah 
dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan Polisi, baik secara kuantitas maupun 




Adapun upaya yang dilakukan Kepolisian Kabupaten Karanganyar melalui 
tindakan preventif adalah:
8
 (1) Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh 
SMP dan SMA di Karanganyar yang melibakan para dokter, psikolog, dan LSM 
sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang 
dilaksanakan sekali dalam setahun; (2) Pelatihan, dan seminar-seminar terkait 
tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di kalangan aparat 
penegak hukum. Pelatihan dan seminar-seminar rutin yang diadakan merupakan 
agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setahun sekali yang diikuti oleh para staf 
dan penyidik Unit Sat Reskrim jajaran Polres Karanganyar; (3) Melakukan kerja 
sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dan Satuan Polisi 
Pamong Praja untuk melakukan pendataan di tempat-tempat penginapan yang ada 
di objek wisata setiap setahun sekali atau memasuki dan sesudah bulan suci 
Ramadhan dan memberikan pengarahan-pengarahan mengenai masalah 
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bahayanya penyakit AIDS dan penggunaan alat kontrasepsi.  Tujuan pendataan 
adalah mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh 
anak yang berada di Kabupaten Karanganyar.  
Sementara tindakan Represive yang dilakukan Kepolisian Kabupaten 
Karanganyar adalah dengan (1)Penegakan hukum yakni dengan melakukan 
penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana 
perdagangan manusia dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak 
pidana perdagangan manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia; (2) Melakukan kegiatan razia 
berserta Dinas Pendidikan Kabupaten Karangayar serta dibantu oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja di tempat wisata serta di beberapa tempat penginapan dan tidak 
terkecuali di sekolah dengan melakukan sidak mendadak yaitu dengan melakukan 
razia handphone yang dilakukan di tengah-tengah jam pelajaran. Di dalam kelas, 
petugas langsung menggeledah tas milik siswa dan juga saku baju atau celana 
siswa, siswa yang kedapatan membawa HP langsung dicatat dan HP-nya juga 
diamankan oleh guru BP setempat, tidak hanya itu, petugas juga memeriksa HP 
maupun memori pada HP tersebut untuk mengecek apakah ada gambar porno atau 
gambar vulgar di dalamnya atau tidak dengan tujuan untuk menanggulangi setiap 
bentuk kenakalan anak yang berujung pada kejahatan kekerasan seksual yang 
dilakukan oleh anak. 
Mencegah semakin maraknya kekerasan seksual yang dilakukan oleh 
anak, upaya pihak dari kepolisian Kabupaten Karanganyar dengan cara 
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melakukan tindakan preventif yaitu:9 sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke 
seluruh SMP dan SMA di Karanganyar yang melibakan para dokter, psikolog, dan 
LSM sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang 
dilaksanakan sekali dalam setahun, Pelatihan, dan seminar-seminar terkait tindak 
pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di kalangan aparat penegak 
hukum. Pelatihan dan seminar-seminar rutin yang diadakan merupakan agenda 
rutin tahunan yang dilaksanakan setahun sekali yang di ikuti oleh para staf dan 
penyidik Unit Sat Reskrim jajaran polres Karanganyar, melakukan kerja sama 
dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar dan Satuan Polisi Pamong 
Praja untuk melakukan pendataan di tempat-tempat penginapan yang ada di objek 
wisata setiap setahun sekali atau memasuki dan sesudah bulan suci Ramadhan dan 
memberikan pengarahan-pengarahan mengenai masalah bahayanya Penyakit 
AIDS dan penggunaan alat kontrasepsi. Tujuan pendataan adalah mencegah 
terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang berada 
di Kabupaten Karanganyar.  
Upaya yang dilakukan pihak penyidik Unit PPA Polres Karanganyar 
dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya represif 
yang dilakukan yaitu:10 Penegakan hukum yakni dengan malakukan penyidikan 
dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana perdagangan 
manusia dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana 
perdagangan manusia sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 
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tentang tindak pidana perdagangan manusia, melakukan kegiatan razia berserta 
Dinas Pendidikan Kabupaten Karangayar serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamong 
Praja di tempat wisata serta di beberapa tempat penginapan dan tidak terkecuali di 
sekolah dengan melakukan sidak mendadak yaitu dengan melakukan razia 
handphone Berdasarkan pantauan, Sidak dilakukan di tengah-tengah jam 
pelajaran. Di dalam kelas, petugas langsung menggeledah tas milik siswa dan juga 
saku baju atau celana siswa. Siswa yang kedapatan membawa HP langsung dicatat 
dan HP-nya juga diamankan oleh guru BP setempat.Tidak hanya itu, petugas juga 
memeriksa HP maupun memori pada HP tersebut untuk mengecek apakah ada 
gambar porno atau gambar vulgar di dalamnya atau tidak dengan tujuan untuk 
menanggulangi setiap bentuk kenakalan anak yang berujung pada kejahatan 
kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.  
Hambatan Dinas Pendidikan dan Kepolisian dalam menanggulangi 
Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak 
 
Hambatan yang dialami oleh kedua lembaga tersebut di dalam menangani 
tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan dialami oleh anak 
pada prinsipnya terletak pada anak tersebut serta di dalam beberapa tayangan 
televisi juga mengajarkan seks pra nikah dan biasanya seks pra nikah diawalai 
dengan mengatasnamakan cinta maka tidak jarang juga siswa sekarang yang 
berpacaran melakukan seks pranikah karena biasanya anak yang telah mengalami 
kekerasan seksual atau seks pranikah dengan alasan suka sama suka atau 
melakukannya dengan pacar mereka sendiri biasanya tidak akan mau bercerita 
dengan siapapun bahkan tidak sedikit dari anak yang mengulangi perbuatannya itu 
karena merasa ketagihan. 
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Hal ini juga terungkap dalam beberapa kasus, tekhnologi seperti media 
sosial merupakan salah satu media dimana anak dapat  diperdaya dengan segala 
tipu muslihat pelaku dan biasanya pelaku tersebut tidak harus orang dewasa 
bahkan anak-anakpun bisa melakukan kekerasan seksual biasanya hal tersebut 
dilakukan kepada temannya atau anak yang berumur lebih muda dari pelaku 
sehingga anak dengan mudah melayani apa yang diminta oleh pelaku, baik 
melalui percakapan teks, gambar, video maupun pembicaraan melalui telepon– 
audio ditambah lagi semakin canggihnya perkembangan tekhnologi dan peralatan 
komunikasi sehingga sangat sulit untuk mengantisipasi hal tersebut ditambah lagi 
banyak orang tua yang seharusnya menjadi pelindung anak masih ketinggalan 
tekhnologi.  
Sekolah di dalam menjalankan tugasnya biasanya juga tidak lepas 
mengalami hambatan ataupun kendalanya di dalam menanggulangi kekerasan 
seksual yang dilakukan oleh anak karena setiap kejahatan yang dilakukan oleh 
anak berasal dari kenakalan anak adapun faktor yang menyebabkan terjadinya 
kenakalan anak yang berujung pada terjadinya tindak pidana diantaranya: tidak 
sampainya surat panggilan kepada orang tua murid; kurang adanya pengertian dan 
perhatian dari orang tua murid yang bersangkutan mengenai perkembangan anak-
anaknya pada jam-jam sekolah; belum adanya keberanian dari siswa untuk 
mengungkapakn masalah-masalah yang ada pada dirinya dan yang sedang terjadi 
pada dirinya kepada Guru BK;  masih sulitnya  siswa untuk menceritakan segala 
masalah yang dia hadapi kepada Guru BK sehingga biasanya siswa melakukan 
sebuah bentuk pelarian yang semula berawal dari kenakalan dan berujung kepada 
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tindak pidana anak; masih mudahnya siswa membawa Handphone ke sekolah 
walaupun sering dilakukan razia handphone; mudahnya siswa mengakses konten-
konten porno di dalam handphone mereka. 
Sementara untuk pihak Kepolisian hambatan yang dialaminya di dalam 
menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terletak pada  peran 
pemerintah yang memilki alat kekuasaan negara, sedapatnya meminimalisir faktor 
pemicu terjadinya pergaulan bebas dan terkhususnya masalah kejahatan seksual 
pada anak, bukan saja lewat regulasi namun sigap dan melakukan tindakan nyata 
dalam berbagai bidang khususnya untuk menyikapi perkembangan teknologi 
informasi dan komunkasi yang berkembang sangat cepat dewasa ini. Tidak hanya 
menunggu laporan masyarakat namun dengan kegiatan-kegiatan intelijen yang 
tidak selalu mengkedepankan masalah keamanan dan stabilitas negara, 
permasalahan kejahatan anak merupakan bagian yang terpenting untuk masa 
depan bangsa dan negara, oleh karena itu perlu lebih aktif lagi melakukan 
investigasi dan pengawasan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Bukti-
bukti adanya kekerasan seksual memang sangat diperlukan, termasuk saksi korban 
atau saksi pelaku yang meringankan, untuk itu bagi setiap anak harus mengerti 
bahwa bukti pelecehan fisik maupun non fisik sangat diperlukan bila dikemudian 
hari kasus akan diteruskan pada proses hukum. Dengan demikian ketika 
mengalami pelecehan seksual secara fisik, segera melaporkan kepada orang tua 
(yakinlah bahwa orang tua adalah pelindung anda) termasuk untuk dilakukan 
visum secara medis. Sedangkan kekerasan non fisik, bukti-bukti percakapan, atau 
berupa gambar dan konten lainnya, sedapatnya disimpan atau direkam. Jangan 
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pernah takut untuk menindak para pelaku, anda maupun keluarga tidak sendiri, 
negara, institusi/lembaga pemerintah, LSM dan berbagai elemen masyarakat akan 
selalu mendukung dan beruapaya mendukung anda dan keluarga untuk 
menghukum seberat-beratnya pelaku kekerasan pada anak.  Faktor masyarakat 
penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian di dalam masyarakat hal tersebut dapat dijelaskan oleh penulis 
menemukan hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kabupaten 
Karanganyar di dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan oleh 
anak diantaranya masyarakat masih merasa tabu atau aneh terhadap kata-kata 
kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual dan hal tersebutlah 
yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk 
mengungkapkan kasus-kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk 
terdeteksi.  
Tidak sedikit dari anak yang mengulangi perbuatannya itu karena merasa 
ketagihan bahkan tidak sedikit pula seorang anak perempuan yang memiliki pacar 
atau teman laki-laki lebih dari satu sehingga sering melakukan seks pranikah 
secara bergantian padahal hal tersebut sangatlah beresiko bagi anak perempuan 
tersebut misalnya bisa saja dia tertular HIV atau PMS (Penyakit Menular 
Seksual).
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  Dinas Pendidikan ataupun Kepolisian Kabupaten Karanganyar sulit 
untuk melakukan pencegahan serta pengawasan akan tetapi telah dapat 
mengurangi terjadinya tindak pidana tersebut. 
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 Siti, Anggota Polres Karanganyar Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak, Wawancara Pribadi, 





Peranan Dinas Pendidikan menjadi yang sangatlah utama di dalam 
menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan anak karena yang dikatakan 
anak adalah dia yang masih bersekolah, karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten 
Karanganyar dapat melakukan pencegahan serta penanggulangan terhadap tindak 
pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak melalui pertama, sosialisasi 
serta sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh sekolah melalui Guru BK dari 
masing-masing sekolah akan tetapi sebelum dilakukan oleh masing-masing 
sekolah Dinas Pendidikan selalu melakukan penyuluhan terhadap perwakilan 
masing-masing dari sekolah yang berada di Kabupaten Karanganyar. 
 Kedua, menyebarkan beberapa slogan dan spanduk, ketiga, peranan 
Kepolisan biasanya lebih identik terhadap penegakan hukum karena telah sangat 
jelas bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan khusus oleh Undang-undang 
baik itu, keempat, melakukan kegiatan razia berserta Dinas Pendidikan Kabupaten 
Karangayar serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tempat wisata serta 
di beberapa tempat penginapan dan tidak terkecuali di sekolah dengan melakukan 
sidak mendadak yaitu dengan melakukan razia handphone Berdasarkan pantauan, 
Sidak dilakukan di tengah-tengah jam pelajaran.  
Saran 
Pertama, aparat pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan 
Kepolisian Kabupaten Karanganyar yang menangani  langsung  tentang masalah 
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hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan 
mendapatkan hasil guna yang maksimal.  
Kedua, masyarakat dengan terus dibinanya kesadaran masyarakat dan orang 
tua serta anak itu sendiri tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak 
baik anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual.  
Ketiga, Guru BK dari masing-masing sekolah dan anggota Kepolisian yang 
perlu ditingkatkannya profesionalisme baik itu dari dalam mengantisipasi 
kemungkinan hal-hal yang akan terjadi dengan menggunakan teknik-teknik yang 
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